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This study aims to analyze the effectiveness of the Election Supervisory Committee 
(Panwaslih) in regulating campaign props (APK) during the 2024 Regional Election in Banda 
Aceh City. The main focus of this research is to evaluate the role and performance of 
Panwaslih in overseeing and enforcing regulations related to the use of APK, with the 
objective of ensuring integrity and fairness in the electoral process. This research employs a 
qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, direct 
observation, and document analysis. The findings indicate that Panwaslih has carried out its 
duties well, although it still faces several challenges, particularly in coordination with 
stakeholders and law enforcement related to campaign violations. Among the five Panwaslih 
members involved, they have demonstrated a high level of commitment in performing their 
supervisory functions. However, capacity building and resource support remain essential to 
ensure more optimal oversight. Effective regulation of APK is expected to enhance 
democratic quality and public trust in the electoral process in Banda Aceh City. Therefore, 
this study recommends increased government support and public participation to strengthen 
Panwaslih’s role in enforcing campaign regulations more effectively. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) 
dalam mengatur alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Banda 
Aceh. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi peran dan kinerja Panwaslih dalam 
mengawasi dan menegakkan peraturan terkait penggunaan APK, dengan tujuan untuk 
memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara 
mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan 
bahwa Panwaslih telah melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun masih menghadapi 
beberapa tantangan, terutama dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penegak 
hukum terkait pelanggaran kampanye. Di antara lima anggota Panwaslih yang terlibat, mereka 
telah menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 
Namun, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya tetap penting untuk memastikan 
pengawasan yang lebih optimal. Pengaturan APK yang efektif diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Kota 
Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan dukungan 
pemerintah dan partisipasi publik untuk memperkuat peran Panwaslih dalam menegakkan 
peraturan kampanye secara lebih efektif. 

 
INTRODUCTION 

Pemilihan kepala daerah sejatinya merupakan sebuah kompetisi terbuka bagi warga negara untuk dapat 
mengisi ruang kepemimpinan publik, sebab pilkada didalam sebuah negara demokrasi adalah sarana 
perwujudan kedaulatan rakyat yang sebagai wadah rekruitmen kepemimpinan politik (Arafat dkk, 2022). 
Dalam pemerintahan yang demokratis, keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik 
menjadi elemen utama dalam menjamin terciptanya pemerintahan yang representatif dan akuntabel. 
Partisipasi ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif maupun 
eksekutif (Kustiawan et al., 2022).  

Demokrasi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu, tetapi juga mencakup upaya berkelanjutan 
untuk mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara(Nugroho & Sudono, 2022; Sholikin, 2021). Hal ini mencakup pelibatan dalam perumusan 
kebijakan publik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta pemanfaatan ruang-ruang diskusi 
dan kritik yang konstruktif(Marzaniar & Subarsono, 2023; Wati et al., 2024). Pada dasarnya, demokrasi 
merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak politik dan sosial warga negara yang dijamin secara 
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konstitusional. Oleh karena itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, maka 
semakin kuat pula legitimasi dan kualitas tata kelola pemerintahan dalam menjawab kebutuhan dan 
aspirasi publik (Gaussyah, M., 2019 : 70-78). 

Pelaksanaan pilkada, baik itu gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati 
dan wakil bupati merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Tahun 2024 
ditandai sebagai tahun diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh 
Indonesia, setelah tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang melaksanakan 
pilkada secara menyeluruh dengan skala terbesar di Indonesia. Sebanyak 23 kabupaten/kota di Aceh ikut 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada ini, ditambah dengan pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur (Fahmi, 2020). 

Untuk mewujudkan pelaksaan pilkada yang baik dan berkualitas keberadaan Panwaslih sebagai salah 
satu penyelenggara Pilkada di Aceh memegang peranan yang sangat penting. Namun, potensi untuk tidak 
tercapainya harapan dalam pelaksanaan Pilkada cukup besar jika lembaga penyelenggara ini tidak siap dan 
menghadapi masalah terkait regulasi yang menjadi dasar hukum serta aturan dalam pelaksanaan tugasnya. 
Untuk memastikan terciptanya Pilkada yang damai dan demokratis, sangat diperlukan penguatan sistem 
dan regulasi yang jelas(Awalia & Riwanto, 2023; Azis & Azhar, 2024), khususnya mengingat bahwa 
Panwaslih merupakan lembaga yang bersifat Ad-hoc. 

Oleh karena itu, sebaiknya pembentukan lembaga pengawas untuk penyelenggaraan Pilkada 
didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Regulasi atau aturan yang diimplementasikan dalam proses 
pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal(Baidhowi, 2022; 
Hajjah & Adnan, 2021). Tujuan utama dari pengawasan pemilihan adalah untuk memastikan bahwa 
pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta agar pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan pemilihan dapat dilakukan secara konsisten (Abidin, 2017). 

Dalam rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah, terdapat satu tahap yang sangat penting, yaitu masa 
kampanye. Kampanye memainkan peranan krusial dalam proses pemilihan karena di sinilah para calon 
peserta pemilu memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Melalui kampanye, 
masyarakat dapat memahami visi, misi, dan program yang akan dijalankan oleh para calon kepala daerah 
setelah mereka terpilih(Alwadlo, 2021; Lawranta & Pramayoza, 2021; Sihombing, 2024). Setiap peserta 
pilkada memiliki hak untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan tujuan menarik perhatian masyarakat seluas-luasnya. Salah satu bentuk 
dari kampanye tersebut adalah melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Venus Antar, 2004). 

Pada Pilkada serentak tahun 2024 banyak Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah terpasang 
dibeberapa titik penempatan kota banda Aceh. Dalam pemasangan APK tersebut berupa baliho, 
billboard, sapanduk dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut terdapat aturan pemasangan tercantum dalam 
Peraturan Kepala KPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 28, disebutkan bahwa : 1) KPU Provinsi/KIP Aceh 
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah 
setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota, umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, 
paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau spanduk 
paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa 
atau sebutan lain/kelurahan. Kemudian terkait dengan desain alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 
29 Peraturan Kepala Komisi Pilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Anam, 2018). 

Namun jika diamati, Banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan etika 
terkadang mengabaikan aturan penempatan yang telah ditetapkan. Alat peraga tersebut sering kali terlihat 
terpasang di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti di lampu lalu lintas, pohon-pohon, jembatan 
penyeberangan, pagar tanaman, tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat merusak estetika 
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lingkungan sekitar serta mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan(Aliwafa, 2025; Hutapea et 
al., 2024; Sihombing, 2024). 

METHODS 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif(Ayu & Budiasih, 2013) untuk 
menggambarkan fenomena pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Panwaslih 
dalam Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh. Metode studi kasus diterapkan dengan fokus pada evektifitas  
Panwaslih. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua Sekretariat Panwaslih, dan anggota 
Panwaslih kota Banda Aceh. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap proses pengawasan dan 
dokumentasi peraturan terkait. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sementara data 
sekunder berasal dari dokumen resmi dan studi literatur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara 
mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. 

RESULTS 

Peran Panwaslih dalam Pilkada 2024 di Kota Banda Aceh 
 Panitia Pengawas Pemilihan yang disebut Panwaslih adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 

berdasarkan usulan DPRA yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh. Panitia Pengawas 
Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam memastikan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) 2024 berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Tugas 
dan wewenang Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh. Amanat pelaksanaan Pemilu di Indonesia adalah perintah konstitusional dari Pasal 22E ayat (2) 
UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Dari hasil wawancara Bersama Ketua secretariat kota Banda Aceh , bapak 
Indra Milwady “Sebagaimana penyelenggara Pemilu oleh tiga Lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)”.  

Panwaslih bertugas melaksanakan berbagai tahapan-tahapan Pemilu atau Pilkada yang dilaksanakan 
lima tahun sekali secara demokrasi. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk pendaftaran 
pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil, diawasi 
oleh Panwaslih. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga memiliki peran penting dalam memastikan 
pemilu yang adil dan demokratis, salah satunya melalui pengawasan dan penertiban Alat Peraga 
Kampanye (APK) Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan 
sesuai dengan regulasi yang ada.  

Panwaslih memiliki wewenang menerima laporan dari masyarakat seperti pelanggaran selama proses 
Pilkada. Dari hasil wawancara Bersama Ketua Sekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan, bapak Indra 
Milwady “Adapun seperti menyelesaikan sengketa peserta dengan peserta, peserta dengan penyelenggara, penyelenggara 
dengan penyelenggara, mereka melaporkan ke Panwaslih bahwa ada alat peraga kampanye yang rusak” Selain itu, jika 
ditemukan adanya dugaan pelanggaran, Panwaslih berwenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan 
prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Panwaslih menangani sengketa yang muncul 
selama proses pemilihan, baik yang berkaitan dengan peserta pemilihan maupun penyelenggaraannya. Ini 
dilakukan sesuai dengan kewenangan undang-undang (Zubir, M. 2019).  

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam 
pemilihan umum adalah melalui pelaksanaan sosialisasi yang efektif mengenai peran dan fungsi Panitia 
Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sosialisasi Panwaslu tidak hanya sekadar kegiatan penyebaran informasi, 
tetapi merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang urgensi pengawasan 
pemilu yang jujur dan adil. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada tugas dan wewenang 
Panwaslih, serta pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi 
seluruh tahapan pemilu.  

Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai 
potensi pelanggaran, memahami hak-haknya sebagai pemilih, serta berperan sebagai pengawas partisipatif 
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yang proaktif. Sosialisasi ini juga bertujuan membentuk budaya politik yang lebih sehat, di mana setiap 
individu merasa bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan mencegah segala bentuk 
manipulasi atau kecurangan. Oleh karena itu, keberhasilan Panwaslih dalam menjalankan fungsi 
pengawasannya sangat bergantung pada seberapa besar pemahaman dan keterlibatan masyarakat yang 
dibangun melalui kegiatan sosialisasi yang inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan (Sidha, A., 2018; 39-47). 

1. Tahap Pendaftaran Calon, Panwaslih memeriksa dokumen administrasi bakal calon, menyampaikan 
rekomendasi tertulis kepada KIP jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian berkas. 

2. Tahap Kampanye, Panwaslih mengawasi pelaksanaan kampanye, khususnya pemasangan APK. 
Panwaslih mengeluarkan surat imbauan dan rekomendasi penertiban terhadap peserta yang 
melanggar. 

3. Tahap Masa Tenang, Panwaslih melakukan operasi penertiban APK secara langsung, bekerjasama 
dengan Satpol PP dan Kepolisian. 

4. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslih mengawasi pelaksanaan di TPS, memantau 
potensi pelanggaran, dan menerima laporan dugaan kecurangan. 

5. Tahap Rekapitulasi, Panwaslih memantau proses rekapitulasi agar tidak terjadi manipulasi suara. 

Investarisasi Pelanggaran Pemasangan APK 

Sebagaimana ditegaskan oleh Indra Milwady, Ketua Sekretariat Panwaslih Banda Aceh, “Inventarisasi 
pelanggaran dilakukan secara rutin untuk mendukung efektivitas penertiban di lapangan serta meningkatkan kepatuhan 
peserta pemilu terhadap aturan kampanye”. Berdasarkan data Panwaslih Kota Banda Aceh, selama periode 
kampanye Juni – September 2024, tercatat 137 kasus pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye 
(APK). Pelanggaran ini dilakukan oleh 9 pelaku, yang terdiri dari 5 partai politik dan 4 calon perseorangan. 
Lokasi pelanggaran terbanyak berada di Kecamatan Kuta Alam (38 kasus) dan Kecamatan Syiah Kuala 
(31 kasus). Bentuk pelanggaran meliputi pemasangan APK di fasilitas umum, tempat ibadah, dan 
pemasangan APK melebihi jumlah yang diperbolehkan, dari total tersebut pelanggaran yang dilakukan 
oleh 5 partai politik peserta pemilu, dan 4 calon perseorangan. Jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan 
antara lain: 

1. Pemasangan APK di lokasi terlarang, seperti fasilitas ibadah, pendidikan, ruang publik, tiang listrik, 
dan pepohonan 

2. Jumlah dan ukuran APK melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 
2016. 

3. Pemasangan di luar titik lokasi resmi yang ditentukan oleh KIP Banda Aceh. 
Distribusi pelanggaran berdasarkan wilayah kecamatan: Kecamatan Kuta Alam 38 kasus, Kecamatan 

Syiah Kuala 31 kasus, Kecamatan Meuraxa 18 kasus, Kecamatan Baiturrahman 15 kasus, Sisanya tersebar 
di kecamatan lain. Setiap pelanggaran ditangani melalui: 

1. Pencatatan dan dokumentasi lapangan oleh Panwaslicam dan Panitia Pengawas Gampong (PPG). 

2. Penerbitan surat imbauan kepada peserta pemilu untuk menertibkan APK dalam waktu 1x24 jam. 

3. Penertiban langsung melalui koordinasi Panwaslih dengan Satpol PP dan Kepolisian jika tidak ada 
tindak lanjut dari pelaku (Diskominfo, 2024) 

Mekanisme Pengawasan dan Penertiban APK yang Diterapkan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh 

Dari hasil wawancara dengan staff panwaslih Kota Banda Aceh bapak Putra Fhounna “Melakukan 
pengawasan melalui perangkat di kecamatan atau disebut Panwaslicam dan Panitia Pengawas Gampong (PPG) termasuk 
kabupaten kota untuk mengawasi pemasangan yang tidak sesuai baik ukuran, ataupun pemasangan alat peraga 
kampanye ditempat yang terlarang”. Panwaslih secara aktif mengidentifikasi dan mencatat APK yang dipasang 
di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pada pohon, tiang listrik, tempat beribadah, 
tempat pendidikan atau fasilitas publik lainnya sesuai dengan Pasal 34 UU KPU No. 23 Tahun 2018.  
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Pemasangan alat peraga kampanye dipasang mulai saat tiga hari setelah penetapan calon sampai 
dengan tiga hari sebelum pemungutan suara. Setelah melakukan inventarisasi, Panwaslih berkoordinasi 
dengan instansi terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan 
Kepolisian, untuk merencanakan tindakan penertiban. Panwaslih menyurati atau membuat teguran 
tertulis untuk partai politik dan peserta pemilu lainnya, mengimbau mereka untuk menertibkan sendiri 
APK yang melanggar aturan. Jika imbauan ini tidak diindahkan, Panwaslih bersama instansi terkait akan 
melakukan penertiban langsung.  

Pada masa tenang sebelum pemungutan suara, Panwaslih meningkatkan intensitas penertiban untuk 
memastikan tidak ada lagi aktivitas kampanye, termasuk keberadaan APK, sehingga menciptakan suasana 
kondusif bagi pemilih. Melalui mekanisme ini, Panwaslih Kota Banda Aceh berupaya menjaga ketertiban 
dan kepatuhan terhadap peraturan kampanye, memastikan proses pemilu yang adil dan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (Diskominfo, 2024).  

Pengawasan dilakukan melalui Panwaslih Kecamatan (Panwaslicam) dan Panitia Pengawas Gampong 
(PPG). Inventarisasi pelanggaran dilakukan secara periodik dan dilanjutkan dengan teguran tertulis 
kepada peserta yang melanggar. Jika dalam waktu 1x24 jam tidak ada penertiban mandiri, Panwaslih 
mengerahkan tim bersama Satpol PP untuk melakukan pencopotan APK secara paksa. Bentuk 
Pencegahan dan Penindakan 

1. Pencegahan, Dilakukan dengan sosialisasi kepada peserta pemilu mengenai ketentuan APK, serta 
menerbitkan surat imbauan sebelum masa kampanye. 

2. Pengawasan Langsung, Panwaslih aktif melakukan patroli di lapangan setiap dua hari sekali selama 
masa kampanye. 

3. Penindakan, Jika ditemukan pelanggaran, Panwaslih mengeluarkan surat rekomendasi penertiban 
dan berkoordinasi dengan aparat keamanan (Zubir, 2019). 

Kendala Panwaslih dalam Proses Penertiban Alat Peraga Kampanye 

Proses penertiban APK sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, koordinasi 
antar-lembaga, maupun partisipasi peserta pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis hambatan yang dihadapi Panwaslih dalam melakukan penertiban APK serta memberikan 
rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kota Banda Aceh. Dalam prosesnya, ada 
beberapa kendala yang dihadapi Panwaslih, yaitu: 

1. Kurangnya Kesadaran Peserta Pemilihan Tentang Aturan Pemasangan APK 
 Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pemilu yang tertib dan demokratis adalah 

kurangnya kesadaran peserta pemilihan mengenai aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). 
Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) telah 
menetapkan regulasi yang jelas terkait lokasi, ukuran, dan materi kampanye dalam APK, masih banyak 
peserta pemilu yang tidak mematuhinya. Menurut bapak Indra Milwady “Dalam kendala pemasangan 
APK dikota Banda Aceh masih bisa diatasi, namun hanya beberap peserta pemilu memasang APK di 
lokasi-lokasi yang dilarang, seperti di fasilitas umum, tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan pohon. 
Selain itu, ukuran dan jumlah APK yang dipasang sering kali melebihi ketentuan yang telah ditetapkan” 
Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaktertiban dalam ruang publik, gangguan keamanan, tetapi juga 
berpotensi mengganggu estetika kota dan keselamatan masyarakat (Triadi, I. 2024). Akibatnya, pihak 
berwenang perlu mengambil tindakan proaktif dan efektif serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 
pelaku kampanye. Faktor utama penyebab masalah ini adalah kurangnya sosialisasi yang efektif dan 
kurangnya kepedulian peserta pemilu terhadap aturan yang berlaku. Beberapa peserta pemilu percaya 
bahwa semakin banyak APK yang dipasang, semakin besar kemungkinan mereka untuk menarik 
perhatian pemilih, tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap ketertiban umum.  

2. Anggaran Terbatas dalam Melakukan Pengawasan dan Penertiban 
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 Anggaran yang terbatas merupakan hambatan utama bagi Panitia Pengawas Pemilihan 
(Panwaslih) dalam menjalankan tugas pengawasan dan penertiban selama masa pemilu. Sebagai lembaga 
yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang, 
Panwaslih membutuhkan sumber daya yang cukup untuk tenaga pengawas, sarana operasional, dan 
logistik untuk memastikan bahwa operasi di lapangan berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara bapak 
Indra Milwady “Kendalanya yaitu di anggaran terbatas jadi jumlah yang bisa kita kerahkan, setiap jumlah 
kendaraan yang turun ada bensinnya, supirnya, sehingga anggaran ini mencakup semuanya tapi secara 
over all masih bisa terover”. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada efektivitas penertiban APK 
yang melanggar ketentuan. Proses pencopotan APK ilegal memerlukan tenaga kerja, kendaraan 
operasional, serta koordinasi dengan pihak terkait aturan. Anggaran yang memadai dapat memaksimalkan 
pengawasan dan penertiban selama pemilu, yang menghasilkan proses demokrasi yang lebih transparan, 
adil, dan sesuai dengan standar pemilu yang tinggi (Zubir, 2019).  

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana  

 Sarana prasarana merupakan bagian dari sumber daya manusia dan membantu mencapai tujuan 
organisasi. Polisi pamong praja Kota Banda Aceh membutuhkan fasilitas yang cukup. Prasarana 
diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi penting. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 
keberhasilan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, penggunaan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik sangat penting. Petugas keamanan dapat menggunakan 
kendaraan patroli untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan di berbagai lokasi. Dengan fasilitas 
yang memadai, Satpol PP dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat. Kondisi sarana yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kurangnya dukungan untuk 
tugas dan fungsi penting. Karena kurangnya anggaran untuk sarpras dan beberapa sarana yang rusak, 
kantor menghadapi kesulitan untuk menjalankan sarana pendukung tugas operasi (Angkotasan, 2024). 

DISCUSSIONS  

Untuk melengkapi penelitian ini dengan hasil yang lebih jelas, berikut adalah tabel yang 
menggambarkan temuan utama dari penelitian mengenai peran Panwaslih dalam Pilkada 2024 di Kota 
Banda Aceh, khususnya dalam pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). 

ASPEK HASIL DISKUSI SUMBER 

Peran 
Panwaslih 
dalam 
Pengawasan 
Pilkada 

Panwaslih mengawasi seluruh tahapan pilkada 2024 
untuk memastikan trasparansi dan keadilan dalam 
proses pemilu. 

Wawancara dengan 
Ketua Sekretariat 
Panwaslih 

Mekanisme 
Penertiban 
APK 

Panwaslih melakukan inventarisasi pelanggaran 
pemasangan APK, mengeluarkan teguran, dan 
bekerja sama dengan satpol PP serta kepolisian 
untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. 

Wawancara dengan 
Panwaslicam dan PPG 

Kendala dalam 
Penertiban 
APK 

Kendala utama mencakup kurangnya kesadaran 
peserta pemilu, keterbatasan anggaran, serta 
koordinasi antar Lembaga yang masih perlu 
ditingkatkan. 

Wawancara dan Studi 
Literatur ( Triadi, 2024; 
Zubir, 2019) 

Upaya 
Penyelesaian 
Kendala 

Sosialisasi intensif kepada peserta pemilu mengenai 
aturan pemasangan APK dan peningkatan 
koordinasi dengan instansi terkait. 

Wawancara dengan 
Panwaslih Kota Banda 
Aceh 

Tabel 1. Analisis Aspek dan Hasil Diskusi APK 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan 
(Panwaslih) Kota Banda Aceh memiliki Peran strategis dalam mencegah dan menindak pelanggaran, 
khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Ada juga pengawasan yang dilakukan 
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terhadap penggunaan APK yang rentan pelanggaran aturan kampanye makanya pengawasan diperlukan. 
Bentuk Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung. 
Pengawasan langsung berarti petugas turun ke lapangan untuk memantau aktivitas kampanye dan 
pemasangan APK secara nyata. Pengawasan langsung biasanya dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas 
Pemilu) dan jajarannya, seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa. Juga melakuka 
Pengawasan berbasis patroli rutin, misalnya tiap hari, seminggu sekali, atau saat masa kampanye intensif.  
Monitoring lokasi strategis, seperti jalan protokol, fasilitas umum, rumah ibadah, kantor pemerintahan, 
sekolah, yang memang dilarang untuk pemasangan APK (sesuai Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu). 

Pengawasan tidak langsung berarti pengawasan yang tidak melalui patroli lapangan rutin, tetapi 
menggunakan sumber lain, seperti: Menerima laporan masyarakat (pengaduan terhadap APK yang 
melanggar). Pemantauan media sosial untuk melihat APK digital atau promosi kampanye online. 
Koordinasi dengan stakeholder, seperti Satpol PP, KPU, dan pihak kepolisian, untuk berbagi informasi 
terkait pemasangan APK.Pemanfaatan teknologi, misalnya penggunaan aplikasi pengawasan berbasis peta 
online untuk memetakan titik APK. 

Upaya yang dilakukan Panwaslih dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pencegahan 
(preventif) dan penindakan (represif), yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan peserta pemilu 
terhadap ketentuan perundang-undangan. Upaya Pencegahan (Preventif)yaitu Panwaslih melaksanakan 
sejumlah langkah preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran sejak awal masa kampanye. Strategi 
pencegahan yang dilakukan antara lain: 

Panwaslih secara aktif melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, partai politik, calon legislatif, dan 
masyarakat luas mengenai ketentuan kampanye, termasuk aturan mengenai pemasangan APK. Sosialisasi 
ini dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP), penyebaran bahan 
informasi di media sosial, serta kerja sama dengan media lokal untuk menyampaikan pesan edukatif. 
Tujuannya adalah agar peserta pemilu memahami lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK, 
seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik tertentu. 

Sebelum masa kampanye dimulai, Panwaslih mengeluarkan surat himbauan resmi kepada seluruh 
peserta pemilu agar mematuhi ketentuan kampanye sesuai yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 
2023 dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Dalam praktiknya, apabila ditemukan potensi pelanggaran 
awal, Panwaslih memberikan peringatan atau teguran secara lisan sebagai langkah pencegahan dini 
sebelum pelanggaran berlanjut. 

Upaya Penindakan (Represif) yaitu Jika langkah preventif tidak diindahkan oleh peserta pemilu, 
Panwaslih akan mengambil langkah represif sebagai bentuk penegakan aturan kampanye. Bentuk 
tindakan represif yang dilakukan berupa: apabila ditemukan APK yang dipasang di lokasi terlarang dan 
tidak ditertibkan oleh peserta pemilu setelah diberikan peringatan, Panwaslih akan mengeluarkan surat 
rekomendasi kepada KIP dan/atau Satpol PP untuk dilakukan penurunan APK. Rekomendasi ini bersifat 
resmi dan dilandasi oleh hasil pengawasan serta ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 280 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Jika dalam waktu yang telah ditentukan peserta pemilu tidak melakukan penertiban mandiri, maka 
Satpol PP dengan pengawasan Panwaslih akan melakukan penurunan paksa terhadap APK yang 
melanggar. Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran APK oleh Panwaslih merupakan bagian 
penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, himbauan, 
dan patroli, sedangkan penindakan dilakukan melalui penerbitan surat rekomendasi, penurunan paksa 
APK, hingga pelaporan ke Gakkumdu. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga integritas 
pemilu dan memastikan bahwa proses kampanye berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 



 

Al-ijtima’i : International Journal of Government and Social Science Volume 10 Issue 2, April 2025  

p-ISSN: 2476-9029 | e-ISSN: 2549-6921 56  

 

 10.22373/jai.v10i2   

CONCLUSIONS  

Panwaslih Kota Banda Aceh telah menunjukkan komitmen dalam melakukan penertiban Alat Peraga 
Kampanye (APK) pada pilkada 2024. Penertiban dilakukan melalui kolaborasi atau kerja sama dengan 
Satpol PP, Polresta, KIP dan instansi terkait lainnya.Walaupun dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan 
aturan yang tercantum dalam Peraturan Kepala KPU No. 12 Tahun 2016 Pasal 28 E. Tetapi terkait 
Efektifitasnya masih menghadapi beberapa kendala atau tantangan seperti kurangnya kesadaran peserta 
pemilihan tentang aturan kesadaran APK, anggaran yang terbatas dalam melakukan pengawasan dan 
penertiban, dan lain sebagainya. 

Untuk meningkatkan Efektivitas Panwaslih dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada 
Pilkada Tahun 2024 Kota Banda Aceh. Terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan seperti, 
Panwaslih Kota Banda Aceh perlu meningkatkan sosialisasi terkait peraturan kampanye dalam 
penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), penerapan sanksi yang menimbulkan efek jera kepada oknum 
yang melanggar penggunaan APK sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Pilkada, Mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran APK, dan melakukan efisiensi 
terhadap anggaran pelaksanaan Pilkada oleh panwaslih. Dengan mengimplementasikan saran-saran 
tersebut, diharapkan Panwaslih dapat meningkatkan Efektivitas dalam penertiban APK sehingga Pilkada 
di Kota Banda Aceh dapat berlangsung lebih tertib, adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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